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BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAIWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURWORE.IO
NOMOR 1t5 TAHUN 2O2r

;.)v
TENTANG

PEDOMAN TATA CARA PENGALOKASIAN DAN
PENGEI.OLAAN AI.OKASI DANA DESA

TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

Mengingat

BUPATI PURWORF^JO,

batrwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat
(5), Pasal 96 ayat (a) dan ayat (71serta Pasal 99 ayat (21

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2Ot4 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2Ol4 tentang Desa, sebagaimana telah diubatt
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 11 Tahun 2OL9 tentang Perubatran Kedua Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2Ol4 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pedoman Tata Cara Pengalokasian dan
Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2022;

1. Undang-Undang Nomor 13 Tatrun 1950 tentang
Pembentukan Daeratr-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Tengatr (Bedta Negara
nepuUtit< Indonesia Tatrun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 6 Talrun 2Ol4 tentang P"9"
(Iembaran Negara Republik Indonesia Tatrun 2OL4
ilo*ot 7, tafrUafran kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubatt
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O

tenting Cipta -Kerja (kmbaran Negara Republik
Indonesia tatrun 2A2O Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2pl4 
- 
tentang

Pemeriitatran Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tatrun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana tehrr aiuuatr beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tatrun 2O2O

tenting Cipta f"rj" (kmbaran Negera- Republik
Indonesia Tatrun 2O2O Nomor 245, Tambahart
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
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4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2OL4

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentanlg Desa (kmbaran
Negara RePublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123'

Tambahan kmbaran Negp.ra RePublik Indonesia

Nomor 5539), telah diubah beberaPa

kdi, teralrtrir dengan Peraturan Pemerintah Nomor

11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2tO4

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Negara RePublik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41,

Tambahan kmbaran Negara RePublik Indonesia

Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun

2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita

Negara RePublik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

6, Peraturan Menteri Dalam Negeri
danTahun 2019 tentang Pemotongan,

Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala

Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik

IndonesiaTahun 2019 Nomor 1802);

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pasal 1

ini, yang dimaksud dengan:

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TATA CARA

i,iiioeroreslAN DAN PENGEL,oLAAN ALoKASI DANA

DESA TAHUN ANGGARAN 2022.

Nomor 119

Dalam Peraturan BuPati
1. Daerah adalah KabuPaten Purworej o.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati
Pemerintahan Daerah Yang

Purworejo sebagS.i unsur
pelaksanaan Pemerintahan

yang menjadi kewenangan daerah otonom'

S. 
-Bupati 

adalah Bupati Purworejo'
i. S#*t"ti"t Dae^rah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten

Purworejo.
5. 3a""#;Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo'

rfr''^4
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6. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten
Purworejo,

7. Inspektur Daerah adalah Inspektur Daeralr I(abupaten Pgnrgrejo'
8. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan At'+. sgrq

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang selanjutnya disingkat
DINPPPAPMD, adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kabupa.ten Purworejo.
9. Kepia Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut
Kepala DINPPPAPMD, adalah Kepala Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo'

10. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah, yang

selanjutnya disingkat BPKPAD, adalah Badan Pengelolaan
Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah Kabupaten Purrrorejo' 

-
11. Kepala- Badan Fengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset

Daerah, yang selanjutnya disebut Kepala BPKPAD, adal'ah Kepala

Badan i"t getot"an Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah
Kabupaten Purworejo.

12. Kecamatan adalah 
-U.gr* 

wilayah dari Kabupaten Purworejo yang

dipimpin oleh Camat.
tg. C;m;t adalah pemimpin Kecamatan yang berada di bawah dan

bertangung ja*ab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah
Kabupaten Purworejo.

14. Desa adatah kesaiuan masyarakat hukum yang memiliki batas
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan
p"*".ittafrro, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan
prakarsa masyaral<at, hak asal usul, dan/atau hak tradisiond yang

iiat oi ar, dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Purworejo'

15. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan

dan kepentingan masyarakai setempat dalam sistem pemerintahan

Negara Kesatuan Republik Indonesia.
16. peirerintah Oesa adatah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa

sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa'
17. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD,

adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintah?n y.ang

anggotanya -"rup"Lan wakil dari penduduk Desa berdasarkan
tet6rwatilan wilayah dan ditetapkan secara demolcatis'

ls.AparaturPemerintahDesaadalahKepalaDesadanPerangkatDesa.
ie. fepata Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai- 

*"iu"."og, tugas dan-klwajiban untuk menyelenggarakan I"T'h
tansga a"'"arri" dan melaksanakan tuga.s dari Pemerintah dan

Pemerintatr Daerah.
20.Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepa! Desa

dalam_penyusunankebljakandankoordinasiyangdiwadahidalam
s"r*eti.iai Desa dan uirsur pendukung tugas Kepala Desa dalam
pii"t *t""" kebiiakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana

teknis dan unsur kewilaYahan.

\ I,& I4?. Irl,J z.lldN t n

This PDF document was edited with Icecream PDF Editor.
Upgrade to PRO to remove watermark.

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.56&t=9


21. Staf Perangkat Desa, yang selanjutnya disebut Staf, adalah unsur
Perangkat Desa sebaga.i pembantu Kepala Urusan, Kepala Seksi
dan Kepala Dusun dalam melaksanakan tugas, fungsi dan
kewajiban yang diangkat sesuai kebutuhan dan kemamPuan
keuangan Desa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah
Kabupaten Purworejo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman
Penyusunan Organisasi dan Tata Ken'a Pemerintah Desa.

22.Alokasi Dana Desa, yang selanjutnya disingkat ADD,
yang diterima Daerah dalam Anggaran

dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

adalah dana

Tetap, yang
Dana desa yang

Tetap, termasuk

23, Alokasi Dana Desa untuk Membayar
selanjutnya disebut
dialokasikan untuk

ADD Siltap, adalah Alokasi

pembayaran iuran program Jaminan Kesehatan
masing-masing Aparatur Pemerintah Desa sebesar 1% (satu persen)

dari Siltap per bulan yang
Desa.

menjadi kewajiban Aparatur Pemerintah

24. Alokasi Dana Desa selain untuk Penghasilan Tetap, yang
selanjutnya disebut ADD Diluar Siltap, adal,ah Alokasi Dana Desa
yang diatokasikan selain untuk Tetap.

25. Tetap, yang selanjutnya disebut SiltaP, adalah
tetap bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa selain Staf

setiap bulan yang bersumber dari Alokasi Dana Desa.
26. Bendahara Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah,

yang selanjutrya disebut Bendahara Pengeluaran SKPKD, adalah
pejabat menenma,

menatausahakan, dan awabkan
Belanjauang untuk Belanja Bunga., Belanja Hibah,

Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan'
Belanja Tidak Terduga., dan Pengeluaran Daerah
dengan tertib dan teratur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

27 . Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, yang selanjutnya
disebut Kesehatan, adalah badan hukum yang dibentuk
untuk

28. Badan
progfam Jaminan Kesehatan.

Jaminan Sosial

yang ditunjuk untuk

selanjutnya disebut BPJS adalah badan
publik yang dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 24

' Yang
hukum
Tahun
untuk2011 t€ntang Jaminan Sosial

program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
29. Jaminan Kesehatan adalah jaminan kesehatan Yang

oleh BPJS Kesehatan berupa perlindungan
kesehatan agr Peserta memperoleh manfaat
kesehatan dan Perlindungan ddam memenuhi kebutuhan dasar

kesehatan yang diberikan kepada setiap orang Yang telah
iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah atau

Pemerintah Daerah.
30. Program Jaminan Sosial adalah jaminan sosial

yaflg oleh BPJS berupa manfaat
berupa uang beruPa. jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian,

hari tua bagi Peserta.

n
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31.Iuran Program Jaminan Kesehatan, yang selanjutrrya disebut Iuran
JKN adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh
peserta, pemberi kerja, Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah
dalam kepesertaan program Jaminan Kesehatan.

32. Iuran JKN Aparatur Desa adalah Iuran JKN Yang
dibayar oleh Pemerintah Daerah serta Kepala Desa dan Perangkat
Desa selain Staf dalam kepesertaan program Jaminan Kesehatan.

33. Iuran 1olo (satu persen) JKN Aparatur Desa adalah Iuran
JKN sebesar 1% (satu persen) dari Siltap Per bulan yang wajib
dibayar oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa selain Sta.f dalam
kepesertaan program Jaminan Kesehatan.

aan, yang selanjutnYa34. Iuran Program Jaminan Sosial
adalah sejumlah uangdisebut Iuran Jaminan

yang dibayarkan secara teratur oleh peserta dan/atau pemberi
kerja.

35. Musyawarah Desa adalah musYawarah antaxa Badan
Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat
yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk

hal yang bersiliat strategis.
36. Badan Usaha Milik Desa, Yang selanj utnya disebut BUM Desa,

adalah badan hukum Yang didirikan oleh Desa dan/atau
bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan

investasi dan Produktivitas,
jasa pelayanan, dan/atau menyedialan jenis usaha Iainnya untuk
sebesar-besarnya Desa.

37. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang daPat
dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang
yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Desa.

38. Pembangunan Desa adalah uPa.ya kualitas hidup dan
kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejah teraan masyarakat
Desa.

39. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan
dan kesej ahteraan masyarakat dengan

sikap, perilaku, kesadaran, serta
sumber daya melalui PenetaPan kebiialan, program,

kegiatan, dan yang sesuai dengan esensi masalah
dan prioritas kebutuhan masyaral<at Desa.

40. Dana Alokasi Umum, yang selanjutnya disingkat DAU' adalah dana
yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja Negara
kepada Daerah dengan tujuan kemampuan keuangan
antar daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka
pelaksanaan desentralisasi.

dan Belanja Daerah, yang selanjutnya41. Anggaran
disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

42. Anggaran dan Bel,anja Desa, yang sel,anjutnya disebut
APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

43. Rencana Anggaran Biaya dan Kegiatan Alokasi Dana Desa, yang
selanjutnya disebut RAE!-ADD, adalah dokumen yang memuat
rincian biaya dan kegiatan Yang sebagai dasar
pelaksanaan anggaran yang bersumber
Desa.

$ lli) l/t Lt 2l. tllP
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44. KePala Urusan Keuangan adalah unsur Peranglat Desa Yang

fungsi dan bertugas menerima,

/ membaYar, dan
Desa dan

dalam ranglra APBDesa.

45.Tim Fasilitasi Alokasi Dana Desa, Yang selanju tnya disebut Tim

Fasilitasi ADD' adalah tim Yang dibentuk oleh Bupati untuk
dalarn ADD tinglat

KabuPaten.
Alokasi Dana Desa' Yang selanjutnYa disebut Tim

46.Tim
ADD, adatah tim Yang dibentuk oleh Camat untuk

pembinaan dalam ADD di tingkat

Kecamatan
47. Rekening I(as Umum Daerah, Yang selanjutnYa disinglat RKUD,

Daerah yanguangadalah rekening tempat
seluruholeh Bu untukpati

seluruh Pengeluaran Daerah Pada bank
Daerah dan membaYar

48. Rekening Kas Desa, Yang selanjutnYa disingkat RKD, adalahyang

rekening tempat seluruh uang Desa Yang

menampung seluruh Desa dan untuk

membaYar seluruh Desa pada bank Yang

Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Peraturan BuPati ini ditetapkan dengan maksud sebagai l'andasan

hukum dan bagr: serta
Daerah dalam

ADD;pembinaart
Pemerintah

dan pengg.wasan
a. Pemerintah

b. Desa dalam ,

dan pelaPoran ADD.

Peraturan BuPati ini
kepastian hukum dan tertib

pembinaan dan

Pasal 3

dengan tujuan

ADD

dan disiPlin

untuk
dalam
dan Pelaporan serta

asas transparan'
anggaran kinerja.

Bagian Ketiga
Asas dan PrinsiP

Pasal 4

ADD dilakukan
akuntabel, partisipatif serta tertib

-[q,Ef_TT vlll2
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(2) Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah asls yang
' ' 

mela]rani masyaiatcat untuk mendapatkan akses dan informasi
yang benar, jujur dan tidak diskriminatif dalam pengelolaan ADD

dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi,

gotot grrr, dan rahasia pengelolaan keuangan Desa'

(3) Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 1"a" yang

menjamin bahwa pengelolaan ADD dilakukan sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan dan dapat dipertanggungiawabkart

dalam rangka pencapaian tujuan sesuai kinerja yang telatt

ditetapkan.

(a) Partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah asas yang

memberikan p"l"y**, kesempatan dan pelibatan peran serta

masyarakat dalam pengelolaan ADD'

(5) Tertib dan disiplin anggaran kinerja sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) adalatr asas yang mengandung arti batrwa pengelolaan ADD

t "** dilaksanakan secara tepat waktu dan tepat guna yang

didukung dengan bukti administrasi yang dapat dipertanggung-
jawabkan aan aiUtsanakan sesuai ketentual yang berlaku'

Pasal 5

(1) Pengelolaan ADD dilakukan berdasarkan prinsip efektif, efisien,

teraratr dan terkendali serta harus dapat dipertanggungiawabkart
secara administrasi, fisik/teknis dan hukum'

(2) Semua kegiatan yang didanai oleh ADD direncanakan,

dilaksagakal dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkart

se1uruh unsur masYarakat di Desa.

Bagtan Keempat
Ruang Lingkup

Pasal 6

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:
a. sumber dan besaran ADD;
b. pengalokasian ADD;
c. pengelolaan ADD;
d. penyaluran ADD;
e. penggunaan ADD;
f. perubahan Penggunaan ADD;
g. pertanggungiawaban dan pelaporan; dan
h. pembinaan dan Pengawasan.

1r il-d- iI )al ,\-tiA 2a \I I TF_I T
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BAB II

SUMBER DAN BESARAN ADD

Pasal 7

(1) Sumber ADD Tahun Anggaran 2022 dalam APBD

Tahun Anggaran 2022 bersumber dari Dana Alokasi Umum.

(2) Jumlah ADD Yang
2022 sebesar RP1
seratus lima Puluh

dalam APBD Tahun Anggaran
(seratus emPat Puluh miliar

ratus riga puluh satu ribu tiga
40.155.33r.309
lima juta tiga

ratus sembilan ruPiah).

(3) Rincian ADD Tahun Anggaran 2022 setiap Desa

tercantum dalam l.amPiran I Yang meru
dari Peraturan BuPati ini.

pakan bagian tidak

BAB III

PENGALOKASIAN ADD

Pasal 8

(1) ADD Tahun Anggaran 2022 dialokasikan dal'am APBD Tahun
Anggyaran2022.

(2t ADD Tahun Anggaran 2022 kepada setiap Desa

dilakul€n dengan
a. kebutuhan SiltaP; dan
b. lrr*" wilayah De-sa,.1umlah penduduk Desa, angka kemiskinan

Desa, jumlah Aparitur Pemerintah Desa dan jumlah anggota
BPD.

(3) ADD kepada setiaP Desa dengan
dimaksud pada aYat (2) huruf a dilakukan sesuai

kebutuhan SiltaP berdasarkan jumlah formasi jabatan apaxatur
Pemerintah Desa setiaP Desa Yang dalam Peraturan
Desa mengenai struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa,
yang selanjutnya disebut sebagai ADD SiltaP.

(4) Peraturan Desa se dimaksud pada ayat (3)

Peraturanr Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 5
Tahun 2016 tentang Pedoman
Kerja Pemerintah Desa.

Penyusunan Organisasi dan Tata

ADD kepada setiaP Desa dengan Pertimbangan

tt 't 4 v- r' .{

(s)
se dimaksud pada aYat (2) huruf b disebut selegai ADD
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F) "#lf]ffffiffm:m1ffi f"P, (H.#Ht"l*.i" To".' 
Desa

a. sebesar ;6t;Tt*p;i t"ilil Gr'sen) m3rup$an' alo]rasi dasar

yang dihitung secara *"tit" untuk seluruh desa' yang

""f.ni"t 
rv-"-aiLbut sebagl Alokasi oayr: dart

b. sebesar i"?;t#ilt;;fih perynl .*:*Pry'1"9.l,Prmula'
yang dihitung secara propir*io"lf U"tdasarkan angka bobot

variabet Desa, yang ;i;j;u;y; di""brrt sebagai Alokasi

ProPorsional.

(71 Angia, bobot variabel Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6)

huruf b terdiri atas:
a. fuas *Uav"tt plo sebesar 2ff/o (dua 9r11uh 

persen);

b.jumlatrp",,a"at'kDesa"tU"ot'2tr/o-lduapuluhpersen);
c. arrgka kemiskinarr Desa 

"ebesar 
2tr/o (dua puluh persen);

d. jumlatr Aparatur Pemerintatr D"o 2Od/o (dua puluh persen); dart

e. jumlatr 
"ISg.o 

epp sebesar 2Oo/o(dua puluh persen)'

Pasal 9

(1)PengalokasiarrADDuntuksetiapDesa{ihitunsberdasarkarrADD
SiltapaitamuatrADDProporsionaldaribesararrADDyang
ai*ig.tk"" dalam APBD setiap tahun anggaran'

(2)PengalokasianADDuntuksetiapDesadihitungdenganrumus:

Keterangan:
- ADDm = besaran ADD masing-masing Desa

ADDs
AD
BDm
ADDP

ayat (7).

(4) Nilaibobotsetiapvariabelsebagaimarradimaksudpadaayat(2)
dihitung berdasarkan rumus:
a. luas Desa x:

umlah Desa x:

= ADD Siltap
= Alokasi Dasar Desa

= ;gk" bobot Desa masing-masing Desa

= ADD ProPorsional

(3)AngkabobotDesamasing-masingDesadinglolehdaripenjumlahan
selumh nilai bobot variabel ;;;;?"ilnana dimaksud dalam Pasal 8

b.

+ x+ ADDp))DsAD (BDm{ADADDm

x 100P/oluas wilavah Desa x
se-kabuPatenwilayah Desajumlatt total luas

Desa x x 100P/o
se-kabuPatenDesatotaljumlatt

tia'II ,\4l w',)'I i"tT_ aITl.I
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1;

Jumlatr DTKS per rumah tangga Desa x
jumlah total DTKS pada Desa se-

x 1O@/o
Kabupaten

kemiskinan Desa x:

Pemerintatr Desa x:

e. BPD Desa x:

Keterangan:
a. Desa x : setiaP Desa
b. DTKS : Data Terpadu Kesejahteraan Sosial

BAB IV

PELAKSANAAN ANGGARAN

Pasal 10

(1) ADD Tatrun Anggaran 2022 yang diterima Desa dimasukkan dalam

APBDesa Tahun Anggaran 2022-

(2) Semua penerimaan dan pengeluaran ADD dicatat dan dibukukan

sesuai mekanisme pengelolaan keuangan Desa oleh Kepala Urusan

Keuangan yang melaksanakan fungsi perbendaharaan.

Pasal 11

(1) Apabila pada saat penetapan APBDesa, besaran ADD yang akan

diterima Desa belum diketahui, pencantuman besaral ADD dalam

APBDesa menggunakan besaran ADD yang diterima Desa yang

bersangkutan pada tatrun anggaran sebelumnya'

(2) Penyesuaian terhadap besaran ADD yang telah dicantumkan dalam

APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan realisasi

penerimaan edn pada tahun anggaran berjalan ditampung dalam

Perubatran APBDesa.

c

d

x LOOo/o
Aparatur

jumlah total AParatur Pemerintah Desa se-
Pemerintatr Desa x

x lOO7oiumlah anggota BPD Desa x
jumlah total anggota BPD se-Kabupaten

?,' qtr lt -\a€.l- I )r.{-I TI- a TI
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Pasal 12

(1) ADD dapat disalurkan kepada Desa yang bersangkutan apabila
telrah tercantum dalam APBDesa Tahun Arrygpran2O22'

(2) ADD disalurkan setelah permohonan pencairan ADD dinyatakan

BAB V

PEI'IYALURAN ADD

Bagran Kesatu
Umum

lengkap dan sah, terdiri atas:
a. ADD Siltap; dan
b. ADD Diluar Siltap.

(3) Dalam hal terdapat besaran ADD yang tercantum dalam
APBDesa dan APBD' penyal
besaran ADD dalam APtsD dan selanjutnya Pemerintah Desa

melakukan penyesuaian besaran ADD dalam Perubahan APBDesa

atau APBDesa tahun berikutnYa.

(4) Penyaluran ADD setiap Desa dilakukan meLalui
dari RKUD ke RKD.

(5) Daftar RKD sebagaimana dimalsud pada ayat (4) tercantum dalam

uran ADD ke RKD

Lampiran II yang
Peraturan Bupati ini.

bagian tidak dari

Bagian Kedua
ADD Siltap

Pasal 13

(1) ADD Siltap se dimaksud dalam Pasat 12 ayat (2) huruf a
disalurkan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:
a. ADD Siltap catur wutran I disalurkan paling cepat bulan Januari;
b. ADD Siltap catur wulan II disalurkan paling cepat bulan Mei;

c. ADD Siltap catur wulan III disalurkan paling cepat bulan
September.

(2) Penghitungan besaran ADD SiltaP masing-masing catur wulan
dimaksud pada aYat (1 ) dilakukan sesuai kebutuhan

Siltap dimaksud dalam Pasd 8 ayat (3) dan
disesuaikan dengan kebutuhan riil SiltaP untuk

formasi Kepala Desa
wulan berkenaan.

dan Perangkat

a' ,lT t-I] vtOrP L-IL

Desa yang terisi Pada catur
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(3) ADD Siltap sebagaimana dimaksud pada ayat (l) digunakan dengan
ketentuan sebagai berikut:
a. ADD Siltap catur wulan I dipergunakan untuk membayar Siltap

bulan Januari, Pebruari, Maret dan April;
b. ADD Siltap catur wulan II dipergunakan untuk membayar Siltap

bulan Mei, Juni, Juli dan Agustus;
c. ADD Siltap catur wulan III dipergunakan untuk membayar

Siltap bulan September, Oktober, November dan Desember.

Pasal 14

(1) Penyaluran ADD Siltap

Desa kepada Bupati c.
ketentuan:
a. permohonan pencairan ADD Siltap catur wulan I dilampiri

dokumen persyaratan berupa:
1. kqritansi tanda terima ADD Siltap catur wulan I;
2. fotokopi buku tabungan RKD, dileeafisir pejabat bank yang

3. surat pernyataan tanggung jawab bermeterai dari Kepala
Desa atas penggunaan ADD Siltap catur wulan I;

setiap catur wulan dilakukan berdasarkan
yang diajukan secara tertulis oleh Kepala
q. kepala BPKPAD selaku PPKD, dengan

4. surat kuasa pemotongan dan penyetoran pembayaran Iuran
1olo (satu persen) JKN Aparatur Pemerintah Desa dari Kepala
Desa kepada PPKD selaku BUD untuk 1 (satu) tahun
anggaran;

5. daftar penerima dan besaran Siltap dan iuran JKN Aparatur
Pemerintah Desa catur wulan I;

6. fotokopi Keputusan Bupati mengenai pengiangkatan Kepala
Desa dan fotokopi Keputusan Kepala Desa mengenar

dan/atau pemberhentian Perangkat Desa;
7. laporan realisasi ADD Siltap bulan Desember tahun

anggaran sebelumnya; dan
8. Peraturan

berkenaan.
b. permohonan pencairan ADD Siltap catur wulan II dilampiri

dengan dokumen persyaratan, berupa:
1. kwitansi tanda terima ADD Siltap catur wulan II;
2. fotokopi buku tabungan RKD, dilegalisir pejabat bank yang

berwenang;
3. surat pernyataan tanggung jawab bermeterai dari Kepala

Desa atas penggunaan ADD Siltap catur wulan II;
4. daftar dan besaran Siltap dan Iuran JKN

Desa tentang APtsDesa tahun anggaran

Perangkat Desa, apabila ada

Aparatur Pemerintah Desa catur wulan II;
5. fotokopi Keputusan Kepala Desa mengenai

dan/atau
perubahan; dan

6. laporan realisasi ADD Siltap catur wulan I tahun anggaran
berkenaan.

ll n I I_ d I,A L 4 w .i 9.
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c. permohonan pencairan ADD Siltap catur wulan III dilampiri
dengan dokumen persyaratan, berupa:
l. kwitansi tanda terima ADD Siltap catur wulan III;
2. fotokopi buku tabungan RKD, dilegalisir pejabat bank yang

berwenang;
3. surat pemyataan tanggung jawab bermeterai dari Kepala

Desa atas penggunaan ADD Siltap catur wulan III;
4. daftar penerima dan besaran Siltaf dan Iuran JKN Aparatur

Pemerintah Desa catur wulan III;
5. fotokopi Keputusan Kepala Desa mengenai pengangkatan

dan/atau pemberhentian Perangkat Desa, apabil'a ada
perubahan;

6. iaporan realisasi ADD Siltap Catur wuLan II tahun anggaran
berkenaan; dan

7. Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa tahun
anggaran berkenaan, apabila ada perubahan.

(2) Permohonan pencairan ADD Siltap sebagaimana dimaksud pada' ayat (1), dibuat dalam rangkap 4 (empat) dengan ketentuan: 
--

". t'(Gtu) rangkap asli disampaikan kepada Bupa.ti c'q' Kepala
BPKPAD selaku PPKD;

b. I (satu) rangkap salinan kesatu disampaikan kepada Kepala
DINPPPAPMD;

c. 1 (satu) rangkap salinan kedua disampaikan kepada Camat; dan
d. I isatui ranskap salinan ketiga sebagai arsip Pemerintah Desa'

(3) Permohonan pencairan ADD Siltap sebagaimana dimaksud pada

ayat (21 huruf a dilamPiri:

". pi.!y"".t"o sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huru{ a angka
i sarnpai dengan- angt<a 6 untuk permohonan pencairan ADD
Siltap catur wulan I;

b. persyaratan sebagaimana dimaksud pa.da ayat (l) huruf b angka
i sampai dengan- angka 5 untuk permohonan pencairan ADD
Siltap catur wulan II; dan

c. persyaratan sebagaimana dimaksrrd pada ayat (1) huruf c angka
i sampai dengan- angka 5 untuk permohonan pencairan ADD
Siltap catur wulan III.

(41 Permohonan pencairan ADD Siltap sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf b, huruf c dan huruf d dilampiri:
d. *oy"t"t"t sebagaimana dirnaksud- pada ayat-(l) -huruf a

irntrik permotronan pencairan ADD Siltap catur wulan I;
u. fersyaiatan sebagaimana dim$ry{- pada ayat -(1) --huruf b

iintrik permotronai pencairan ADD Siltap catur wuLan II; dan
c. p"*y"i.t , seuagaimana pada ayat -(1) --huruf 

c

irntrit permot onan pencairan ADD Siltap catur wulan III'

(51 Surat kuasa pemotongan dan penyetoran pembayaran- Iuran 17o
'-' i*t" p"t"""i .lKN -Aparatur Pegrenlqh Desa sebagaimana

iii*"r."iia pada ayat (1) huruf a angka 4 diterbitkan untuk Kepala

Desa dan seluruh Perangkat Desa.

9.' {t It/ tt Itfor \L )
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(6) Pengajuan
bagaimana dimaksud pada aYat

(dua) minggu sebelum catur wulan

Pasal 15

(1) ADD SiltaP s

(21

3)

ADD SiltaP setiap catur wul,an
(1) dilaksanaf<an paling lambat 2
berikutnya.

(

Pasal 14 aYat (1)

untuk mendaPatkan verifikasi dan evaluasi.

ADD SiltaP

ayat (1) yang belum benar, lengkaP dan sah

Camat kePada Kepala Desa untuk diPerbaiki dan dilenglraPi.

ADD SiltaP s dimaksud Pada
dan diajukan kembali

evaluasi.

dimaksud dalam
oleh KePala Desa kepada Camat

dimaksud pada
oleh

verifikasi dan

ADD SiltaP.

a:ya;t (21 Yang telah
kepada Camat untuk

(4) Camat
ADD SiltaP Yang

telah benar, lengfup dan sah hasil verifikasi dan

evaluasi dimaksud Pada aYat (1) dan ayat (3) beruPa
dimaksud dalam Pasal 14 aYat

(1) kepada dengan
ADD Siltap dari Camat;a. surat Penganta,

b. Berita Acara atas hasil verilikasi dan evaluasi Persyaratan
ADD SiltaP oleh Tim PendamPing ADD;

Camat atas hasil verilikasi dan evaluasi
c.

Pasal 16

(1) ADD Siltap
Pasal

beserta

se dimaksud ddam 15 ayat (4) dilakukan

oleh DINPPPAPMD.

(2) Kepafa DINPPPAPMD
pencaffan ADD

Siltap Yang telah benar, lengka.p dan sah berdasarkan hasil

s dimaksud Pada aYat (1) kepada Bupati c.q.

Kepala BPKPAD selaku PPKD berupa pencairan

dimaksud dalam Pasd 14 aYat (3) disertai:

a. surat Pengantar
ADD SiltaP dari Kepala

DINPPPAPMD;
dimohon untuk dicairkan;besaran ADD SiltaP Yang

Berita Acara atas hasil
permohonan Pencairan ADD Siltap oleh DINPPPAPMD'

Pasal 17

BPKPAD melakukan terhadaP pencarran

ADD SiltaP sle dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2).

b
c

-9.a -\ 14 lrTT- O()_I
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(2) Kepala BPKPAD selaku PPKD menyalurkan ADD Siltap setiap Desa
dari RKUD ke RKD berdasarkan permohonan pencairan ADD Siltap
dari Kepala DINPPPAPMD sebaga.imana dimaksud dalam Pasal 16
ayat (21.

(3) Kepala BPKPAD menyampaikan surat pemberitahuan penyaluran
ADD Siltap serta bukti pemotongan dan penyetoran pembayaran
Iuran JKN Aparatur Pemerintah Desa kepa.da Kepala Desa melalui
Camat dengan tembusan disampaikan kepada Kepala
DINPPPAPMD.

Bagian Keriga
ADD Diluar Siltap

Pasal 18

(1) ADD Diluar Siltap disalurkan dalam satu tahap.

(2) Penyaluran ADD Diluar Siltap dilakukan berdasarkan permohonan
pencairan yang diajukan secara tertulis oleh KepaLa Desa kepada
Bupati c.q. Kepala BPKPAD selaku PPKD, dengan dilampiri
dokumen persyaratan berupa:
a. kwitansi tanda terima ADD Diluar Siltap;
b. surat pernyataan tanggung jawab bermeterai dari Kepala Desa

atas penggunaan ADD Diluar Siltap;
c, Laporan akhir pelaksanaan ADD Diluar Siltap tahun anggaran

sebelumnya;
d. Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungiawaban Realisasi

Pelaksanaan APBDesa tahun anggaran sebelumnya;
e. laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) akhir

tahun sebelumnya dan/atau akhir masa jabatan; dan
f. salinan surat pertanggungiawaban ADD Diluar Siltap tahun

anggaxan sebelumnya.

(3) Permohonan pencairan ADD Diluar Siltap sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dibuat dalam rangfup 4 (empat),dengan ketentuan:
a. 1 (satu) rangkap asli, disampa.ikan kepada Bupati c.q. Kepala

BPKPAD selaku PPKD;
b. 1 (satu) rangkap salinan kesatu, disampaikan kepa.da Kepala

DINPPPAPMD;
c. 1 (satu) rangkap salinan kedua, disampaikan kepada Camat;

dan
d. 1 (satu) rangkap salinan ketiga., sebagai arsip Pemerintah Desa.

(4) Permohonan pencairan ADD Diluar Siltap sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) huruf a dilampiri persyaxatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf a dan huruf b.

I l I a \ r+ ? l 4l r + -t It ilfrr
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(s) Permohonan pencairan ADD Diluar Siltap sebagaimana dimaksud
dimaksudpada ayat (3) huruf b dilampiri persyaratan se

pada ayat (2) huruf a kecuali huruf f.

(6) Permohonan pencairan ADD Diluar Siltap sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), huruf c dan huruf d dilampiri
sebegnimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 19

(1) Permohonan pencairan ADD Dituar Siltap sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 18 disampaikan oleh Kepala Desa kepada Camat untuk

verifikasi dan evaluasi.

(2) Permohonan pencairan ADD Diluar Siltap sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) yang belum benar, lengkap dan sah dikembalikan oleh
Camat kepada Kepala Desa untuk diperbaiki dan dilengkaPi.

(3) Permohonan pencairan ADD Diluar Siltap sebagaimana dimaksud
pada aya;t (2l'iane telah diperbaiki dan dilengkapi diajukan kembali
kepada Camat untuk mendapatkan verilikasi dan evaluasi.

dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf a disertai:
a. surat pengantar permohonan pencairan ADD Diluar Siltap dari

(4) Camat menyampaikan permohonan pencairan ADD Diluar Siltap
yang telah benar, lengkaP dan sah berdasarkan hasil verifikasi dan
evaluasi dimaksud pada ayat (3) berupa Permohonan

dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf a
dan huruf b kepada Kepala DINPPPAPMD dengan
a. surat p€ngantar permohonan pencairan ADD Diluar Siltap dari

Camat;
b. Berita Acara hasil verifikasi dan evaluasi persyaxatan pencairan

ADD Diluar SiltaP dari Tim ADD;
c. rekomendasi Camat atas hasil verifrkasi dan evaluasi

persyaratan permohonan pencairan ADD Diluar Siltap;

(1) Permohonan pencairan

Pasal 20

ADD Diluar Siltap beserta
sebagaimana dimaksud dalam
penelitian oleh DINPPPAPMD.

Pasal 19 ayat (4) dilakukan

(21 KepaLa DINPPPAPMD mengajukan permohonan pencairan ADD
Diluar Siltap yang telah benar, lengkap dan sah berdasarkan hasil
penelitian bagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada BuPati c.q.
BPKPAD selaku PPKD berupa permohonan pencairan sebagaimana

Kepala DINPPPAPMD;
b. Berita Acara

ADD Diluar Siltap dari DINPPPAPMD; dan
c. rekapitulasi besaran ADD Siltap yang dimohon untuk dicairkan'

ctrlrI T\ t+t, IlI
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(1) BPKPAD melakukan terhadap pencarran
ADD Diluar Siltap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2O ayat(21

(21 KeWJa BPKPAD selaku PPKD menyalurkan ADD Diluar Siltap dari
RKUD ke RKD melalui bank penyalur yang ditunjuk berdasarkan

ADD Diluar Siltap dari Kepala DINPPPAPMD
selegnim€ura dimaksud dalam Pasal 2O ayat(21.

(3) Kepafa BPKPAD menyampaikan surat pemberitahuan pencalran
ADD Diluar Siltap kepada KepaLa Desa melalui Camat dengan
tembusan disampaikan kepa.da KepaLa DINPPPAPMD.

Bagran Keempa.t
Tambahan ADD

Pasal22

(1) Dalam hal pada tahun anggiaran berjalan pagu ADD bertambah,

Pasal 21

menganggarkan tambahan ADD dalam Perubahan
Peraturan Kepala Desa tentang

Pemerintah Desa
APBDesa atau
Penjabaran Perubahan APBDesa, apabiLa Peraturan Desa tentang
Perubahan APBDesa telah ditetapkan.

(2) Permohonan pencaiian tambahan ADD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), diajukan secara tertulis oleh Kepala Desa kepada
Bupati c.q. Kepala BPKPAD selaku PPKD dengan dilampiri
persyaratan:
a. kwitansi tanda terima tambahan ADD;
b, Surat Pemyataan Tanggung Jawab bermeterai dari Kepala Desa

atas penggunaan tambahan ADD; dan
c. Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa atau Peraturan

Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan APBDesa, apabila
Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa telah ditetapkan;

(3) Permohonan pencairan tambahan ADD sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dapat diajukan bersamaan atau menjadi satu dengan

pencairan ADD Siltap dimaksud dalam
pencairan ADD Diluar Siltap

sebagaimana dimaksud delam Pasal 18.

(4) Ketentuan mengenai tata cara permohonan pencairan ADD Siltap
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 18
berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara
pencairan tambahan ADD untuk ADD Siltap.

Pasal 14 atau

(5) Ketentuan mengenai tata cara permohonan pencairan ADD Diluar
Siltap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal
2l berlaku s€cara mutatis mutandis terhadap tata cara
permohonan pencairan tambahan ADD untuk ADD Diluar Siltap.

T -t q'tx (+ ,)
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(6)

(1) ADD Siltap yang diterima setiap Desa
pembayaran Silfap.

tambahan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
ditetapkan dengan Peraturan Bupa.ti.

BAB VI

PENGGUNAAN ADD

Bagan Kesatu
Penggunaan ADD

Pasal 23

untuk

(2) siltap dimaksud pada ayat (1) termasuk Iuran 17o
(satu persen) JKN Aparatur Pemerintah Desa.

(3) Dalam hal ADD tidak mencukupi untuk pembayaran Siltap
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemenuhannya dapat berasal
dari sumber dalam APBDesa selain Dana Desa dengan berpedoman
pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) ADD Diluar Siltap dapat untuk membiayai kegiatan
lainnya sesuai perencanaan Desa berdasarkan kewenangan Desa
meliputi belanja pemerintahan Desa,
pem Desa, pembinaan Desa,

bencana,pemberdayaan masyarakat Desa, serta
keadaan darurat dan/ atau kegiatan mendesak desa lainnya.

(5) Belanja kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) antam lain:
a.
b.

anggota BPD;

c.
BPD;
Pemerintah Desa;

d. operasional PKK dan/atau lembaga kemasyarakatan desa
lainnya;

e. Iuran Jaminan Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa, Perangkat
Desa, dan Staf; dan/ atau

f. kegiatan bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa lainnya
sesuai dengan perlencanaan Desa.

(6) Kegiatan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa,
pemberdayaan masyarakat Desa, serta penanggulangan bencana,
keadaan darurat dan/atau kegiatan mendesak Lainnya

dimaksud pada ayat (4) antara lain di bidang:

kesehatan

ae
a.
b.

* I +.'r
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d. infrastrul<tur pedesaan;
e. pengentasan
f. sosial dan budaya;
g. pelayanan Publik;
h. penyertaan modal Pada

teknologi tepat guna;
j. pengembangan sistem informasi Desa;

kmbaga. Kemasyarakatan Desa;

l. ketentraman dan ketertiban
m. penyusunan dan pendayagunaan data profil Desa;

kmbaga
Desa;

penanganan bencana, kedaruratan dan mendesak Desa;
Pemilihan Kepala Desa;

peningkatan kaPasitas AParatur Pemerintah Desa, anggota BPD,

pengurus kmbaga. KemasYarakatan Desa; dan
t. kegiatan lain sesuai dengan Desa, kecuali kegiatan

dana cadangan dan kegiaan lainnYa Yang
ditentukan lain berdasarkan ketentuan Peraturafl

Pasal 24

Perencanaan, Penganggaran' dan
padaredisasi ADD dilaksanakan dengan

ketentuan pengelolaan keuangan Desa.

Pasal 25

barang/ jasa Yang dananya bersumber dari ADD
sesuai ketentuan Yang berlaku di bidang Pengadaan

barang/ jasa di Desa yang bersumber dari APBDesa'

Bagian Kedua
Siltap

Pasal 26

(1) Besaran Siltap sebagai berikut:
a. Siltap Kepala Desa sebesar Rp2 .426.640,00 (dua juta emPat

ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat Puluh ruPiah)

*tzu-a L2@/o (seratus dua puluh persen) dari eaji pokok Pegawai

. pengisian keanggotaan BPD;

. pengisian Perangkat Desa;

. pembentukan atau Pengisian

c

l.

k.

n
o
p

q.
r.
s.

Negeri Sipil golongan ruang II/a;
b. SilAp Setre-taris-Oesa sebesar Rp2.224.42O,00 (dua juta dua

ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah)
setaxa 11@Z (seratuJsepuluh persen) dari gaji pokok Pegawai

Negeri Sipil golongan ruang II/a; dan

T g*al/-r vtxI L
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c. Siltap Kepala Urusan, Kepala !els1 xegata. PI-11:-TPjH- 
*pz.bzz.ioo,oo (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupran'

setara 1o0o/o (*;;;J p";n) dari gaji pokok Pegawai Negeri

SiPil golongan ruang IIla'

(2) Besarnya saji pokok Pegawai .-fegeri .qt{ .9:t:"-ry-^lJllt'' 
1"ts;i.;""i-i-itdk""d pada.?vat (1). sesuai ketentuan saJr poKoK

l:ffi l*:1,' l;'+ ix"lgx''"* "j!T:::H,["Ftff;;;;;;; i"r"r' ai"u"r' re6erapa Satl' teralhir dengan Peraturan

pemerintah Nomor ;t-Tahil zbts tentane P-"*bq=: f:lli:l
Belas Atas Peraturai- p"t"ti"ttf' Nomor 7 Tahun t977 terLtang

F"i"i"."tt Gaji Pegawai Negeri Sipil'

(31 Penerima dan besaran penerimaaan Siltap tahun berkenaan untuk
t"' ;;J;;-;;;;il;;;i[#pk'" dengan Keputusan Kepala Desa'

(4) Dalam hal terdapat perbedaan.besaral--Siltao yang ditetapkan

datram Keputu""" f"itf" Desa dengan yang dicantumkan dalam

RAB-ADD a"t /"tau'iFEo"o' p"t'vtlrr* dan pertanggunsi?**T
's"rit"p-arr.t"il"" ueraasarttan Keputul3n Kepala Desa tentang

Penetapan perreti"'i"ialiE-"s"tt" it"""i-"'"o Penghasilan Tetap

Kepala Desa dan #ffiffiDJ;Jengan-ketentuan tidak melebihi

oasu ADD sitt p t"ir.Ii-u"rt"rraan darr-pertritungannya telah sesuai

Leientuan Yang berlaku'

Pasl27

(1) Penerima SiltaP terdiri atas:

a. Kepala Desa;
b. Sekretaris Desa;
c. KePala Urusan;
d. KePala Seksi; dan
e. KePalaDusun'

(21 Penerima Siltap sebagaimanl dlnaksud pada ayat (1) harus
t-' *"*"""rti persyaratan sebagai berikut:

a. diangfut atau aitiiiut-dZram jabatanny-a secara sah dan masih

melaksanakan tG" """ar" 
-satr 

sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan;
b. tidak berstatus *ts"s; Pegawai Aparatur Sipil Negara/ {seota

Tentara r'la"ioJ..:t"aot'isa7 anggota Kero'lisial I"gP
Republik tndoneJa/ direksi' d"*arr p"lg"*"V- k91131" tql
p"I"*J-s"a"t ulai'" Irrililt ilegara/ Badan Usaha Milik Daerah;

c. formasi jauatanaui'ii-ait"Lpu" dalam Peraturan Desa

mengenai s.r"r,,oi6iitt'i;i *,1:13 Keda Pemerintah Desa

IanTatau database apiatur Pemerintah Desa; dan

a. il-r.i*G*"i" oo t""i- puluh) tahun bagi Perangftat Desa'

I<1,,[t6IIvt+.\I (yJ, III
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(3) Kepala Urusan, KePala Seksi atau KePala Dusun yang ditunjuk
sebagai Petraksana Tugas (Plt.) Sekretaris Desa diberikan SiltaP

berdasarkan jabatan

Pasal 28

(1) Kepala Urusan Keuangan
yang berhak setiap bulan dan diberikan

mekanisme

Siltap kePada Penerima
oada awal bu1an, secara
bukuan melalui rekeningtunai atau dengan

tabungan.

(2t

bersangkutan.

(3) Pembayaran SiltaP secara tunai sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dibulitikan dengan tanda terima.

(4) Pembayaran Siltap dengan bukuan melalui

rekening tabungan se dimaksud

dibuktikan dengan sliP setoran bank dari RKD ke rekening

tabungan Penerima SiltaP dan tanda terima'

(s) RKD dilarang sebagai rekening untuk PembaYaran

angsuran pinjaman atau kewajiban Kepala Desa atau

Perangfu.t Desa baik melalui Pengambilan secara tunai firauPun

otomatis (atttodebe!.

Pasal 29

pada ayat (1)'

(1) Kepala Desa atau Perangkat Desa yang df"!k sebelum tansgal 16

''' i;;';;"$ u"tt "t 
ata; siltap untuk bulan berkenaan'

(21 KeDala Desa atau Perangl<at
' ' (Uma belas) tidak berhak

Desa yang dilantik setelah tang€al 15
Siltap untuk bulan

(3) atau Perangkat

berhak memPeroleh Siltap untuk bul,an berkenaan.

(4) Kepala Desa atau Perangkat Desa yang meninggal dunia berhak

Siltap untuk bulart berkenaan Yang

kepada ahli warisnYa'

(5) KePala Desa atau Perangkat Desa yang menjalani cuti berhak

Siltap untuk bulan berkenaan'

berkenaan.

Kepala Desa
tidak sah lebih dari 5 (lima)

Desa yang meninggalkan
hari kerja dalam satu

tugas secara
bulan, tidak

1..-{Fr-1.+-L_E
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(6) Kepala Desa atau Perangkat Desa yang diberhentilran sementara
berhak memperoleh Siltap sebesar SPlo (lima puluh persen) dari
alokasi Siltap yang ditetapkan.

(7) Kecuali berhenti karena meninggal dunia, Kepala Desa atau
Perangkat Desa yang berhenti atau diberhentikan sebelum tanggat
16 tidak berhak memperoleh Siltap untuk bulan berkenaan.

(8) Kepala Desa atau Perangkat Desa yang berhenti atau diberhentikan
setelah tanggal 15 berhak memperoleh Siltap untuk bulan
berkenaan.

Bagian Ketiga
Sisa Anggaran dan Perubahan Penggunaan ADD

Pasal 30

Sisa anggaran ADD Siltap dan iuran JKN Aparatur Pemerintah Desa
dalam APBDesa yang tidak direatisasikan pada tahun anggaran
beq'alan harus disetorkan ke RKUD dan tidak diperhitungkan sebagai
sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) di RKD.

Pasal 31

Tata cara perubahan alokasi penggunaan ADD dilaksanakan dengan
berpedoman pada ketentuan pengelolaan keuangan Desa

BAB VII

TATA CARAPEMBAYARAN
IURAN JKN APARATUR PEMERINTAH DESA DAN

IURAN JAMINAN KETENAGAKER.IAAN

Bagian Kesatu
Iuran JKN Aparatur Pemerintah Desa

Pasal 32

(1) Pembayaran iuran JKN Aparatur Pemerintah Desa wajib ditanggung
bersama oleh Pemerintah Daerah dan Kepala Desa atau Perangkat
Desa yang bersangkutan.

(2) Iuran JKN Aparatur Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (l) adalah iuran JKN yang berlaku bagi pekerja penerima
upah, sebesar 5% [ima) persen dari Siltap sebulan, dengan
ketentuan:
a. 4o/o (empatpersen) dibayar oleh Pemerintah Daerah; dan
b. 1olo (satu persen) dibayar oleh Kepala Desa/ Perangkat Desa yang

bersangkutan.

{r6 + ) x'l4l 4l, a \ u+It I { l
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(3) Penyesuaian terhadap perubahan besaran Iuran JKN Aparatur
Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan
berdasarkal peraturan perundang-undangan yang mengatur
program Jaminan Kesehatan.

Pasal 33

(1) Pembayaran Iuran JKN Aparatur Pemerintah Desa sebesar 4o/o

(empat persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (21

huruf a dilakukan oleh DINPPPAPMD.

(2) Pembayaran Iuran JKN Aparatur Pemerintah Desa sebesar 17o (satu
persenl sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf b
detrgan cara pemotongan ADD Siltap yang diperhitungkan sebagai
Siltap setiap Kepala Desa dan Perangkat Desa oleh PPKD selaku
BUD.

(3) Pemotongan ADD Siltap setiap Desa untuk pembayaran Iuran JKN
Aparatui Pemerintatr Desa sebesar 1% (satu persen) seb?gaimana
dimaksud pada ayat (21 dilakukan oleh PPKD selaku BUD
berdasarkan:
a. surat tagrhan pembayaran Iuran JKN Aparatur Pemerintah Desa

dari BPJS Kesehatan;
b. daftar entitas kepesertaan BPJS Kesehatan Kepala Desa dan

Perangkat Desa se l(abupaten Purworejo setiap tahap
penyaluran; dan

c. -sutit 
kuasa pemotongan dan penyetoran pembayaran Iuran 1%o

(satu persen) JKN Aparatur Pemerintah Desa tahun anggaran
baZZ dari Kepala Desa, disampaikan bersamaan pengajuan
permohonan pencairan ADD Siltap catur wulan I tahun
anggaran 2022.

(4) Surat tagihan pembayaran Iuran JKN Aparatur Pemerintah Desa

sebagainiana dimaksud ayat (3) huruf a diterima BPKPAD selaku
ppKD dari DINPPPAPMD berdasarkan pemberitatruan dari BPJS
Kesehatan.

(5) Pemotongan ADD Siltap setiap Desa ultuk- pembayaran- Iuran 1%o

(satu PJrsen) JKN Aparatur Pemerintah Desa sebagaimana
dimaksud padia ayat (1) dan ayat (2) dihitung berdasarkan jumlah
riil Kepala Desa dan Perangt<at Desa dalam kepesertaan program
Jaminan Kesehatan.

(6) Pembayaran Iuran JKN Aparatur Pemerintah Desa sebagaimana' ' dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberlakukan terhadap Kepa1a

Desa dan Perangkat Desa yang telah terdaftar dan aktif dalam
kepesertaan Program Jaminan Kesehatan.

q. Itru tx4
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Pasal 34

(1) Penyetoran hasil pemotongan ADD Sil-tap sebagaimana -dimaksud' ' 
dalam Pasal 33 ayat l2l dilakukan oleh PPKD selaku BUD dengan
cara pemindahbukuan dari RKUD ke uirfinl dc@unt atas nama
Kepala Desa dan Perangkat Desa- dalam kepesertaan P'oqamj"-1""" Kesehatan berdisarkan daftar peserta program Jaminan
kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa'

(2) Daftar Peserta program Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud
' ' pada ayat (1) 

-memuat 
kecamatan, desa, nama, jabatan' nomor

i.artu ain Ui&r"tt Iuran JKN Aparatur Pemerintah Desa'

{3lDINPPPAPMD.BPKPADdarrBPJSKesehatan,melakukan'-' rekonsitiasi perhitungan pembayaran Iuran JKN Aparatur
il*"ri"t"f, OLsa danlumtatr tepesertaan secara berkala pa.ling

sedikit 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun'

(41 Datam hal berdasarkan rekonsiliasi perhitungan sebagaimana
''' ai*"t""d pada ayat (3) terdapat selisih lebih pembayaran Iuran

Jift ep"r"fur penieriniafr Desa-, diperhitunglan dalam catur wulan

;;k"t"y;; kecuali untuk catur wulan III akan diajukan

;;;;;titli." kelebihan pembavaran oleh DINPPPAPMD kepada

BPJS Kesehatan.

(5) Pengembalian selisih lebih pembayaryl Iuran JKN Aparatur

Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (a) dilakukan
dengan cara disetorkan ke RKUD'

(61 Dalam hal berdasarkan rekonsiliasi perhitungan - sebagaimana
'-' Iii"r.""t pada ayat (4) terdapat selisih kurang pembayaran Iuran

Jml ep"ot"r peherini,arr Disa, pemb-ayarannya ditak]llaiff9:
bulan ieralrtrir catur wulan be{alan berdasarkan surat tagrnan

pembaYaran dari BPJS Kesehatan'

{7} Tata cara pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan'- serta
''' ;;rt""geu;-daiaban pemotongan dan. ne1reto91.-p-:illv:H

iur.r, Jktl [paratur Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud p_ada

ayat (1) U6rpeaoman pada ketentuan peraturan perunoang-

undangan.

Pasal 35

{1,l ADD Siltap tidak dapat digunakan untuk membayar tJrnggakant-' iirl"-U-iff.lXn eparlt"r pimerintah Desa yang timbul sebelum

E;"1"- D;* dan Perangt<at D.esa y-ang. bersangkutan terdaftar

dat-am kepesertaan Program Jaminan Kesehatan'

(2) Tunggakan Iuran JKN Aparatur Pemerintah Desa sebagaimana
'-' diffisud pada ayat (1) nienjadi tanggung jawab masing-masing

K;p"[D"A dan Ptran-gkat Desa yang bersangkutan'

I-t c& +ta\ vt-dILllIf
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Bagian Kedua
Iuran Jaminan Ketenagakerj

(1) ADD

Pasal 36

dapat digunakan untuk
dengan memperhatikan Prioritas

dimaksud dalam Pasal 23.

(2) Besaran Iuran Jaminan Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud' ' 
pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa'

(3) Pembayaran dan penyetoran luran Jaminan Ketenagakerj aan
aandimaksud pada aYat (1) ke BPJS

dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

mm

(4) Tata
dan

cara penganggaran, Pelaksanaan,

Iuran Jaminan
penggunaan ADD

Iuran
pelaporan,

Jaminan
ayat (1)Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada

dilaksanakan oleh Pemerintah Desa sesuai ketentuan Pengelolaan
keuangan Desa.

BAB VIII

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 37

(1) Kepala Desa bertanggungjawab penuh atas penggunaan ADD'

(2) Kepala Urusan/ KePala Seksi selaku
awab atas

ADD sesuai tanggung jawabnYa.

(3) Kepala Seksi/ KePala Urusan selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran

dimaksud pada ayat (2) daPat dibantu oleh Tim

Pelaksana Kegiatan Barang/Jasa dan /atau Tim Teknis

Kegiatan untuk kegiatan yang karena sifat dan jenisnYa tidak dapat
dilakukan sendiri.

(a) Kepala Seksi/ Kepala Urusan selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran

sebagaimana dimaksud Pada ayat (21 menJrusun LaPoran

pertanggungiawaban ADD dengan dilampiri bukti/data
dukung pengeluaran Yang lengkap dan sah sesuai ketentuan yang

Pelaksana Kegiatan Anggaran
kegiatan yang bersumber dari

__r x'Id l^-r,t-OC

berlaku
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(5) laporan pertanggungiawaban pensgunaan ADD sebagaimana" dimaksud pada ayat l+l ai"amp.it at' kepada Kepala Desa setelah

diverifikasidanmendapatpengesahandariSekretarisDesa,dengan
disertai:
a. laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan anggaran;

b. B;rita Acara Serah- Terima hasil pengadaan barang/jasa atau

pelaksanaan kegiatan / pekerj aan'

(6) Kepafa Desa wajib met'yqp-1kan salinan laporan

'-' p"i"rrggrngiawaban'-"pengg"'*;. aop^""u"g"i*tt'" dimaksud

pada aiat (5) kepadaTim PendampingADD'

Pasal 38

(1) Kepala Desa menyampaikan laporan atas penggunaan ADD Jrena{a
Tim Pendampi"g edJ deng; tembusan disampaikan kepada

Kepala DINPPPAPMD dan Camat'

(2) la.poran atas penggunaan ADD terdiri atas:
'-' 

". 
-r"pot"" t"ari""si penggunaan ADD.: memuat keterangan

mengenai realisasi ?"i"i*'"t" .1!isasi . ry"--ryl"aTl^,17
prosentase p.ttye"apao anggaran ADD per tahapan pencarran;

dan
b. laporan akhir tahun, memuat keterangan mengenai realisasi
" ^;;-J*;, 

realisasi pengeluaran' dan prosentase penyerapan

anggaran ADD tahun berkenaan'

(3) Tim Pendamping ADD membuat rekapitulasi laporan akleir untuk
'-' ai""-Gr"o' paling Lambat b"lT 'l.anuari tahun anggaran

berikutnya kepada'ilp"ti "'q' Kepala DINPPPAPMD dengan

tembusan kePada:
a. InsPektur Daerah; dan
b. KePaIaBPKPAD'

(4) Format Laporan realisasi penggunaan ADD' laporan akhir tahun

dan rekapitulasi tapolan--airrir?eUagaimana dimaksud pada ayat (2)

dan ayat (3) tercantu-JaJt* I-*pit"t III. yang merupakan bagtan

i[.t-i".pi"lrtu" dari Peraturan Bupati ini'

Pasal 39

Dalam hal Desa tidak dapat mencatkan -ADD 
oada tahun anggaran

sebelumnya,p"r"p*"o["lJ;ffi;;tP?,f o*adimaksud
dalam Pasal 38 avat (;i;i;e" bq9tll realisasi ADD nihil dengan

dilampiri 
"rrr"a 

p"-ytt#'i;; ddla Desa yane memuat alasan dan

keterangan mengenar t'[-"t-ai":"ftit'ty" p"t-otionan pencairan ADD

"t^" 
Ea"r* disalulkannYa ADD'

tt,{v-T e_')-TLdl{II T*
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Pasal 4O

(1) Dalam hal KePala Desa tidak atau terlambat
dimaksud dalam

laporan dan awaban

Pasal 37 aYat (6) dan Pasal 38 aYat ( 1), dikenakan sanksi

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

a. teguran lisan;
b. teguran tertulis;

puas secara tertulis (penilaian kinerja tidak
tidakc,

(

baik); dan /atau
ADD.d. penundaan

Pasal 41

1) Saksi dimaksud dalam Pasal 40 aYat (2)

diberikan oleh Camat atas nama Bupati.

l2l SetiaP teguran lisan m dimaksud dalam Pasal 40 aYat (2)

huruf a, dikenakan paling banyak 3 (tiga) kafi untuk jangla waktu

masing-masing teguran lisan selama 7 (tujuh) hari ket'a'

(3) Teguran lisart
dalam bentuk

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan

(

surat.

Pase,l42

1) Tegurart tertuug str dimaksud dalam Pasat 4O aYat (2)

huruf b diberikan aPabila samPai dengan teguran lisan

ketiga., KePala Desa Yang dikenai sanksi tidak

teguran lisan.

(2) Teguran tertulis dimaksud Pada aYat (t) memuat

perintah untuk menJrusun dan laporan realisasi

dan laPoran aldrir sebagarmana dimaksud dalam Pasal 4O ayat (1).

kerja.

(4)
dimaksud Pada aYat (2) dituanglan

Pasal 43

1) PernYataan tidak Puas secara tertulis kinerja tidak baik)

(3) Setiap teguran tertulis dikenakan ptlTq}:-lv"k 3 (tiga) kali' untuk

jangka waktu masrn;:;;;;g"*" tertuus selama 7 (tujuh) hari

(
dimaksud

apabila sampar dengan
dikenai sanksi

dalam Pasal 40 aYat (2) huruf c diberikan
teguran tertulis ketiga, KePala

tidak
Pasal 4O AYat (1)'

iit,tT-4a1-,tII
I

Desa Yang dimaksud dalam
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12) pernvataan tidak puas secara tertulis (peniLaian kinerja tidak bait)
'-' ;;;aj-.rr" -ai*'.rc"a pada ayat (lt dituangkan dalam bentuk

surat.

(1) Penundaan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal

40 ayat (2) huruf d, aoabila:
a. Bupati "'q. 

x"pii--eireeo selaku PPKD belum menerima

dokumen p"ov,ilt' 
"tuagaimana 

dimaksud dalam Pasal 14

dan/atau Pasal 18;

b. terdapat traporan 
'hasil pemeriksaaan ^aari 

ary1a1 Pengawas

Internal p"*e,it'taf'-J"'i/at"o Aparat Penegak Hukum dalam

irJ--Gra"p"t inaftasi 
'atau teurr _teriaai penyimpangan

penyaluran a""iii"-p""gg""aan. ADD atau terdapat hasil

pemeriksaan v"rri-*"i"["f;u"dasikan adanya pengembalian

dana ADO dan belum terselesaikan'

(2) Dalam hal penundaan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud
t"' ;;;;' ;A "(t) ;;ild-""i "t*p'tt .dengan 

beralrtrirnva tahun

;ffi;;;-Ani tiaat-aapat gt+II5?I pada tahun angsaran

*ffirt"i" dan menjadi sisa ADD di RKUD'

Pasal 44

Pasal 45

BABIx

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 46

Penvaluran kembali ADD yang ditunda sebagaimana dimaksud dalam

Pasat ++ dilakukan dal'am hal:
a. Bupati c.q. Kepala eiiPAp selaku PPKD telah menerima dokumen

peryaratan penyaruraii'aoo "tU"gti*"t" 
dimaksud dalam Pasal

i4 datt/"t"u Pasal 18; atau
b. dJrk'l""jut dari ddran hasil pemeriksaan Aparat Pengawas

Intemal pem".int r' -J"ttTatau 
4n13t .Penegak 

Hukum yang

merekomendasikan ;;;; ;;t""t6"t*' dana' telah terselesaikan'

(1) Pembinaan terhadap pengelolaan APD-d1**takan oleh Bupati

dan camat dengan b":;;e;;; pada Peraturan Bupati mengenai

F"ao-* Pengelolaan Keuangan Desa'

fI)taL\ rr+,F O(t ttP
E__4l E

This PDF document was edited with Icecream PDF Editor.
Upgrade to PRO to remove watermark.

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.56&t=9


(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (U, antara lain
berupa pemberian pedoman, sosialisasi, bimbingan, pendampingan
teknis, pengawalan, pelaksanaan, pengelolaan dan pelaporan ADD.

(3) Guna mendukung pelaksanaan pembinaan terhadap pengelolaan
ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk:
a. Tim Fasilitasi ADD; dan
b. fim PendamPing ADD.

Pasal 47

(1) Bupati membentuk fim Fasilitasi ADD untuk melaksanakan
pembinaan terhadap pengelolaan ADD di tingkat Kabupaten.

(2) fim Fasilitasi ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri
atas:
a. Bupati, Wakil Bupati, dan Sekretaris Daerah selaku penasehat;
b. Asilten Pemerintahan Sekretariat Daerah selaku pengarah;
c. Kepala DINPPPAPMD sebagai ketua;
d. pejabat administrator pada DINPPPAPMD yang membidangi

administrasi Pemerintahan Desa sebagai sekretaris I;
e. subkoordinator yang membidangi Keualgan Desa pada

DINPPPAPMD sebagai sekretaris II;
f. Inspektur Daeratr sebagai anggota;
g. Kepala BPKPAD sebagai anggota;
[. tepala bagran hukum Sekretariat Daerah sebagai anggota;
i. sekretaris DINPPPAPMD sebagai anggota;
j. unsur BPKPAD sebagai anggota;
k. unsur Inspektorat Daerah sebagai anggota;
l. unsur DINPPPAPMD sebagai anggota;
m. pelaksana DINPPPAPMD sebagai staf tefnis; dan
n. pelaksana DINPPPAPMD sebagai staf administrasi.

(3) fim Fasilitasi ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (u
mempunyai tugas dan kewenangan:
a. menyusun pedoman kebirjakan pengelolaan ADD;
b. melaksanaan sosialisasi peraturan mengenai pengelolaan ADD;

c. melakukag fasilitasi, pembiraat, pengawalan, monitoring, dart

evaluasi tahapan pengelolaan ADD;
d. melakukan 

- 
fasiUtaJi penyelesaian permasalaha, dalam

pengelolaan ADD yang 
- tidak dapat diselesaikan oleh Tim

PendamPing ADD; dart
e. melaporkan-pelaksanaan tugas kepada Bupati'

(a) Tim Fasilitasi ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk
dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati'

9. I rl
P
) * )l^*l .J

lldl q T_Lt_t\ n
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(5) Tim Fasilitasi ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
bekerja sama atau melibatkan unsur Perangkat Daerah terkait,
Instansi Vertikal terkait di Daerah dan/atau Tenrga Ahli pada
Program Pembangu.nan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dari
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan

untuk mendukung pelaksanaan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (3).

(6) Biaya
ayat

Tim Fasilitasi ADD sebagaimana dimaksud pada
(1) dibebankan pada APBD yang dialokasikan pada

DINPPPAPMD.

Pasal 48

(1) Camat membentuk Tim Pendamping ADD untuk mel'aksanakan
pembinaan terhadap pengelolaan ADD di tingkat Kecamatan'

(2) Tim Pendamping ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri
atas:
a. Camat selaku Penanggungjawab;
b. sekretaris Kecamatan sebagai ketua;

kepala seksi yang membidangi ekonomi atau
kepala seksi lain yang ditunjuk sebagai selaetaris; dan

d. unsur Kecamatan sebagai anggota sesuai kebutuhan.

(3) fim Pendamping ADD sebagaimana dimat<sud pada ayat (1)

tuga.s dan kewenangan:
Pemerintah Desa dalam perencanaan kegiatan

c.

a.
yang
serta

c. melakukan
tahapan

g.

dari ADD, termasuk penyusunan RAB ADD
dokumen lain yang diPerlukan;

dan/atau pengawalan
ADD mulai dari

dan

d. melakukan verifikasi dan evaluasi terhadaP Persyaratan
pengajuan permohonaan ADD;

e. membuat dan Berita Acara verifrkasi dan
evaluasi terhadaP pengajuan

f. membuat
ADD;
rekomendasi atas hasil verilikasi dan evduasi

terhadap persyaratan Pengajuan
ADD;
menyampaikan berkas Perrrohonan penyaluran ADD Yang telah
diverifikasi dan evaluasi kepada Bupati c.q. Kepala BPKPAD

melalui DINPPPAPMD;
h. melakukan data/ batran dan menJnrsun

pengelolaan ADD serta
hasilnya kepada Bupati melalui KePala DINPPPAPMD;

i. melakukan verifikasi
pertanggungiawaban ADD ;

dan evaluasi atas

__{ q.,!rl{ !A

laporan
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j. melakul€n fasilitasi penyelesaian permasalahan dal,am
pengelolaan ADD;

k. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan
tahapan pengelolaan ADD mulai perencanaan, pelaksanaan,
pelaporan dan pertanggungiawaban; dan

l. iugas lain yang diberikan oleh Bupati atau Tim Fasilitasi ADD'

(4) Pelaksanaan verifikasi dan evaluasi atas laporan
pertanggungiawaban ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

iruruf tr untuk melihat kesesuaian laporan realisasi penyerapan

anggaxan dan realisasi pelaksanaan kegiatan serta
pefinggungiawaban ADD dengan ketentuan Peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

(5) Tim Pendamping ADD sebaga:imana dimaksud pada ayat (1)

dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Camat'

(6) Tim Pendamping ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (lldap{
bekerja sama atau melibatkan unsur unit kerja Perangkat P""T"!
terkaitditingkatKecamatan,unitkerjalnstansiVertikalditingkat
iecamatan dan/atau Pendamping Desa pada Ptog9q
f"*U.ttgutt* a"n Pemberdayaan Ivlasyarakat .D"q dari
Kemente-rian Desa, Pembangunan Daerah Tertin8gal dan

Transmigrasi yang ditugaskan di Kgcamltan untuk mendukung
pelalsan-aan tugas sebagaimana di maksud pada ayat (3)'

(7) Biava operasional Tim Pendamping ADD sebagaimana.-dimaksld-" 
;e; "li"i fii aru"uan*an padL arno yang dialokasikan pada

Kecamatan.

Pasal 49

Pelaksanaan pembinaan, pengawalan 
. 
dan/atau lgnitorilq

;;;"il;; airi"rc"a-aJ"m i"""f +o avat (2) dan Pasal 47 avat l3l
huruf c dilakukan terhadaP:
..-'f"p.."" *"fro"i petylt"pan dan kegiatan fisik/ non fisik yang

bersumber dari ADD;
b. pengelolaan, penggunaan dan pertanggungiawaban ADD; dan

c. penlamPaian informasi Publik'

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasaf 50

(1) Pengawasan terhadap pengelolaan IDD .be-1pa 
pengawasan umum

t-' 
oi"i"il""v.t"r."a a"'ipl"6*tsan fungsional oleh Aparat Pengawas

ts't(t4l c^t_T
\ +a!t )IT

Internal Pemerintah.
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(2t umum oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dilaksanakan oleh BPD dan ditujukan terhadap kebiiakan
pengelolaan ADD.

(3) Pengawasan fungsional oleh Aparat Penga.was Intemal Pemerintah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap
pelaksanaan pengelolaan ADD beserta kegiatannya.

(a) Apabila berdasarkan hasil pengawasan umum oleh masyarakat
dimaksud pada ayat (21, ditemukan indikasi

ADD,dxr/ atautefadinya
penyelesaiannya dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat
Desa, ting!<at Kecamatan dan tingkat l(abupaten.

(5) Apabila berdasarkan hasil pengawasan fungsional oleh Aparat
Pengawas Intemal Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

dan/atau oleh Aparat Penegak Hukum ditemukan indikasi
terjadinya penyimpangan dxrl atau ADD,

dilaksanal<an sesuai ketentuan peraturan

(6) Hasil pengawasan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah
dan/atau Aparat Penegak Hukum dimaksud pada
ayat (5), dapat menjadi dasar pertimbaneian bagi Tim Fasilitasi ADD
dalam memberikan rekomendasi kepada Bupati untuk

dan
pertanggungi awaban ADD.

BAB X

KETENTUAN I,,AIN-LAIN

Pasal 51

(1) Kerugian Desa dan/atau kerugian Negara yang disebabkan adanya
pidanadan/atau

diselesaikan sesuai ketentuan peraturan

Dalam hal Pemerintah Desa tidak dapat

perundang-undangan.

mempertanggungiawabkan
penggunaan/ ADD karena tindalan
Kepala Desa danlatau Perangkat Desa,
dibebankan Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa Yang
bersangkutan.

sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

l2t

-flI 9''tlAJ-* 2lTt I
JI

(3)
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Pasal 52

(1) Apabila ADD tidak dapat disalurkan sampai dengan akhir tahun
anggaran berkenaan dikarenakan kesalahan/ kelalaian dari
Pemerintah Desa yang bersangkutan, ADD tidak dapat dicairkan
pada tahun anggaran berikutnya.

(2) Dalam hal Desa tidak dapat mencairkan ADD sampai dengan akhir
tahun anggaran berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

maka Kepala Desa membuat surat pernyataan bermeterai yang
menjelaskan tidak mohon atau tidak dapat mencairkan ADD
beserta alasan/ keterangan yang melatar belakangi.

(3) Apabila ADD tidak dapat disalurkan sampai dengan akhir tahun
anggaran berkenaan bukan karena kesalahan/ kelalaian dari
Pemerintah Desa yang bersangkutan, penyaluran ADD dapat
dilakukan pada tahun anggaran berikutnya, dengan mekanisme
sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 53

Pengajuan permohonan pencairan ADD oleh Kepala Desa, verifikasi
dan evaluasi atas permohonan pencairan ADD oleh Tim Pendamping
ADD, penelitian atas permohonan pencairan ADD oleh DINPPPAPMD
daurrl itau penelitian atas permohonan pencairan ADD oleh BPKPAD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 19,

Pasal 2O dan Pasal 21 dapat dilakukan dengan menggunakan aplikasi.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

q, Ui* l-t- 4 r J{ ,fl ,'( I ) O(A t
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di hrrworejo
pada tanggal 2l lrrrlor ?a21

BUPATI PURWORN'O,II

EAGUS

Diundangkan di Rrrworejo
pada tanggal &l hrfrr 2121

I SEKRETARIS DAERAH PURWORF^IO,

g sem ROMADHON

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWORE"IO
TAHUN r,21 NOMORITS SERI E NOMOR l2l
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